
PERPRES 64/2020 

SEBAGAI BAGIAN UPAYA MEMBANGUN 

EKOSISTEM JKN YANG SEHAT DAN 

BERKESINAMBUNGAN



Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 
MEMBATALKAN 

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang 
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Pemerintah  sangat menghargai keputusan MA

2

Dalam pertimbangannya MA mendorong pemerintah memperhatikan ekosistem JKN secara 

menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan



Pemerintah telah menerbitkan:
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 
2020 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 
Tentang Jaminan Kesehatan



KENAPA DIPERLUKAN PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JKN?

Menjaga kesinambungan Program JKN, memberikan
pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas, terjangkau bagi

negara dan masyarakat, dan berkeadilan sosial. 

Besaran iuran yang sesuai dengan perhitungan aktuaria dan 
kemampuan membayar perhitungan aktuaria, besar iuran PBPU 

Kelas 1 (K1) =Rp286.085,K2=Rp184.617,K3=Rp137.221

Sesuai ketentuan, besaran iuran perlu direviu secara berkala
maksimal 2 tahun sekali



SUBSTANSI PERPRES NO. 64 TAHUN 2020





Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020
tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan



tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020



BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH GAJI/UPAH SEBAGAI 
DASAR PERHITUNGAN IURAN PESERTA PPU 

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per 

bulan yang digunakan sebagai dasar

perhitungan besaran Iuran bagi Peserta

PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (1) yaitu

Pasal 32 Ayat (1)

12Jt
Perpres No.75/2019

Perpres No.64/2020

Batas paling rendah Gaji atau Upah 
per bulan yang digunakan sebagai 
dasar perhitungan besaran Iuran 
bagi Peserta PPU untuk pegawai 
swasta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yaitu 
sebesar upah minimum 
kabupaten/kota.

Batas paling rendah Gaji atau 
Upah per bulan yang 
digunakan sebagai dasar 
perhitungan besaran Iuran 
bagi Peserta PPU 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar 
upah minimum 
kabupaten/kota.

Pasal 32 Ayat (2)

Pengaturan batas bawah
berlaku untuk semua Peserta

PPU baik PPU Pemerintah
maupun PPU swasta



tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020



tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020



Substansi Perpres 64 Tahun 2020
tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

sumber : bahan press conf Kemenkeu 14 mei 2020



Substansi Perpres 64 Tahun 2020
tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan





Ayat:
(3a) Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:

a.telah membayar Iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan;

b.membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan; dan

c.dengan sisa Iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan Iuran

sebagaimana dimaksud pada huruf a masih menjadi kewajiban Peserta.

(3b) Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, Peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan

yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf c seluruhnya paling lambat

pada tahun 2021.

Kebijakan:
➢Sasaran mendapatkan relaksasi peserta yang menunggak 7-24 Bulan.

➢Mekanisme mendapatkan fasilitas adalah dengan melakukan pendaftran terlebih dahulu.

➢Peserta membayar tagihan untuk maksimal 6 bulan tunggakan + tagihan 1 bulan berjalan.

Pasal 42 



Ayat (6):

Denda (untuk tahun 2021) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya

paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur

awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

a. jumlah bulan menunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan

b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Kebijakan:

➢ Tidak ada perubahan ketentuan besaran denda layanan di Tahun 2020.

➢ Untuk pemberlakuan denda pelayanan bagi peserta yang mendapatkan relaksasi

di Tahun 2020 masih dalam pembahasan dan akan diatur lebih lanjut dalam

Peraturan BPJS Kesehatan.

➢ Akan dilakukan penyesuaian sistem per 1 Januari 2021 untuk besaran denda

layanan menjadi sebesar 5%.

Pasal 42 



Simulasi Pembayaran Relaksasi Iuran

LAMA TUNGGAKAN PEMBAYARAN STATUS KETERANGAN

1 – 6 Bulan 1 – 6 Bulan Aktif

Berlaku spt saat
ini; tidak

membayar 1 
bulan (sd 31 

bulan berjalan), 
tidak aktif

7 – 24 Bulan Maksimal 6 Bulan Aktif
Sisa Tunggakan
harus dilunasi

2021



Skema Pembayaran Iuran PBPU 
Tahun 2020 dan 2021 

TAHUN IURAN SUBSIDI KETERANGAN

2020 25.500 16.500 Juli, Subsidi + Aktif

2021 35.000 7.000 Subsidi + Aktif



Skema Pembayaran Denda tahun 2020 dan 2021

TAHUN PERHITUNGAN BESAR DENDA PALING TINGGI

2020
2,5% X Bulan Tunggakan (Maksimal 12 

Bulan)  X Diagnosa CBG’s Awal
Rp. 30 juta

2021
5% X Bulan Tunggakan (Maksimal 12 

Bulan) X Diagnosa CBG’s Awal
Rp. 30 juta



KESIMPULAN

Penjaminan PHK

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4)UU SJSN
• Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami

pemutusan hubungan kerja. 

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Presiden.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf aPerpres 82
• Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan

sejak di PHK, tanpa membayar Iuran

• PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

•PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/aktapengadilan
hubungan industrial;

Pasal 46 ayat 1Per BPJS 6
• Dokumen Pembuktian PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf a:

•a. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau akta pengadilan
hubungan industrial; dan

•b. Surat Keputusan PHK Karyawan yan disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan.



KESIMPULAN

Penafsiran Gramatikal
• Penafsiran dengan menggunakan tata

bahasa, susunan kalimat dan penggunaan
tanda baca yang sesuai dengan kaidah-
kaidah bahasa. Sehingga dapat ditafsirkan

“PHK yang sudah ada putusan pengadilan
hubungan industrial” sebagai Kalimat
Utama; dan

“dibuktikan dengan putusan/akta
pengadilan hubungan industrial” sebagai
Kalimat Penjelas.

Penafsiran Sistematis
• Penafsiran yang melihat suatu peraturan

secara menyeluruh dengan
mempertimbangkan hierarki peraturan
perundang-undangan.

Sehingga dokumen pembuktian
PHK adalah salinan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap atau
akta perdamaian yang mempunyai
irah-irah putusan bukan akta bukti
pendaftaran.

Penafsiran Pasal



KESIMPULAN



Terima Kasih

Kini Semua Ada Dalam
Genggaman!

www.bpjs-kesehatan.go.id

Download Aplikasi Mobile JKN


